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1.1 Latar Belakang 
 
       Dalam era otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah diberikan 
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. 
Tujuannya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada 
masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol 
penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah 
dan mendorong timbulnya inovasi, selain dengan kewenangan tersebut, 
pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sember-sumber keuangan 
khusunya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan 
didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pemerintah daerah 
tersebut dapat mencapai target yang ingin dicapainya untuk daerahnya masing-
masing. Salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. 
       Pemerintah Kabupaten Kudus dalam APBD Tahun Anggaran 2017 telah 
menetapkan target capaian kinerja setiap pendapatan dan belanja, baik dalam 
konteks daerah, Satuan Kerja Perangakat Daerah maupun program dan kegiatan, 
yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan 
memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan 





langsung dengan keluaran yang yang diharapkan dari program dan kegiatan yang 
dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. 
      Dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 pelaksanaan dan 
penatausahaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan 
dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan 
oleh Satuan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan oleh SKPD selaku Pejabat Pengguna 
Anggaran/Barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan 
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pejabat Pengguna 
Anggaran/Barang daerah ini akan memberikan kejelasan dan pembagian 
wewenang dan tranggung jawab, merncerminkan adanya mekanisme automatic 
control serta untuk mendorong upaya peningkatan upaya profesionalisme dalam 
menyelenggarakan tugas pemerintahan. Selanjutrnya hasil dari pelaksanaan dan 
penatausahaan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dengan indikator 
capaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian target 
kinerja pemerintah daerah dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja yang akan 
dicapai. 
Kinerja aparat pemerintah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk 
membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 
finansial dan non finansial, dimana kinerja aparat dapat diukur dari seberapa jauh 
aparat pemerintah sendiri dapat dari ketepatan waktu pada penyusunan anggaran, 
efesiensi penggunaan anggaran dan hasil dari proyek yang telah dilaksanakan oleh 





pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang akan dibuat (Maradesa dan Novi, 
2017). 
      Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah 
partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan 
agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan 
dan juga untuk memaksimalkan anggaran yang telah ditetapkan. Partisipasi 
merupakan konsep dimana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan 
sesuai tingkat tertentu bersama dengan atasannya (Zaein, 2016). 
      Ada hal lain yang mungkin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu 
kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana 
tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran 
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapian 
sasaran anggaran tersebut.adanya sasaran anggran yang jelas akan memudahkan 
individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target 
anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. 
Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran sesuai dengan 
sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga aparat akan memiliki 
informasi yang cukup untuk masa depan secara tepat (Zaein, 2016). Sehingga 
perencanaan yang strategik dibutuhkan untuk memudahkan capaian sasaran 
anggaran. 
       Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat 
dan dengan diikuti perubahan atau perilaku anggota organisasi untuk 





faktor lain yang dapat berpengaruh baik maupun buruk terhadap kinerja 
pemerintah diantaranya yaitu transparansi dan pengendalian intern. 
 Transparansi memiliki peran penting didalam  masyarakat karena dengan 
adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui kebijakan ataupun keputusan 
yang dibuat pemerintah. Dengan adanya transparansi maka memudahkan 
masyarakat untuk mengakses data atau informasi yang diperlukankan tentang 
kebijakan pemerintahan. 
       Untuk menunjang pemerintah yang baik dan terkendali juga diperlukan suatu 
sistem pengendalian intern. Untuk mendorong pemerintah  yang bertanggung 
jawab serta transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, serta kinerja maka perlu 
dilakukan suatu pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu proses 
perencanaan untuk tercapainnya tujuan peningkatan akuntabilitas perencanaan 
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan operasi organisasi 
serta kesesuain organisasi dengan aturan yang ada dan dilakukan oleh Aparat 
Intern Pemerintah (APIP). Adanya pengendalian intern adalah untuk memantau, 
mengontrol dan untuk mengurangi adanya permasalahan yang ditimbulkan pada 
suatu organisasi agar pencapaian taget sesuai dengan tujuan organisasi. 
Pada Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 
(LKjIP Kabupaten Kudus ) terdapat permasalahan atau kendala yang menjadi 
penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat  Kabupaten Kudus selama tahun 2017 yaitu masih belum 
sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan 





dan pemerintah Kabupaten / Kota, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang 
tingkat pencapaian indikator kinerjanya belum maksimal yaitu menurut hasil 
sistem pelaporan pemeriksaan BPK pada Laporan LKPD di tahun 2017 Realisasi 
Pendapatan Asli Daerah(PAD) terdapat faktor-faktor penghambat yaitu pada 
Pendapatan secara kumulatif realisasinya sudah cukup tercapai. Penggalian 
sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi terus 
dilakukan, namun ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak dapat 
mencapai target karena kinerja yang kurang optimal seperti pada Dinas Pekerjaan 
dan Penataan Ruang,Dinas Perhubungan ,Dinas Pertanian,Perikanan dan 
Kehutanan, Dinas Perdagangan ,Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan 
Asset Daerah serta masalah lain yang terkait yaitu tentang peningkatan 
kompetensi Aparatur Sipil Negara dan pengendalian intern yang belum 
optimal.Dari fenoma tersebut maka partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, budaya organisasi, transparansi dan pengendalian intern sangat 
berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan keberlangsungan hidup 
organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.   
       Beberapa penelitian telah melakukan penelitian diantaranya penelitian 
Risdiana (2018), menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kejelasan sasaran anggaran dan 
budaya organisasi berpangaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda 
dengan penelitian Maradesa dan Novi (2017) partisipasi penyusunan anggaran dan 
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah 





transparansi dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian Rosmarini (2016) menyatakan bahwa 
pengawasan intern berpengaruh tehadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.   
        Selain itu, penelitian Djiloy (2016), menyatakan bahwa pengawasan intern, 
perencanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja satuan kerja perangkat pemerintah daerah. Penelitian Setyawan dan 
Muhammad (2016), menyatakan akuntabilitas publik, transparansi publik, 
pengawasan intern berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat 
daerah. 
       Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian replika dari penelitian 
Risdiana (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 
terletak pada obyek penelitian serta penambahan variabel independen. Penelitian 
ini  menambahkan variabel independen yaitu transparansi yang mengacu pada 
penelitian Jitmau, dkk (2016) dan pengendalian intern yang mengacu pada 
penelitian Rosmarini (2016). Penambahan variabel tersebut sesuai dengan saran 
dari penelitian Risdiana (2018). Peneliti tertarik untuk mengaitkan transparansi 
dan pengendalian intern dengan kinerja pemerintah daerah. Alasan peneliti 
menambahkan variabel tersebut karena transparansi digunakan untuk memberikan 
informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan informasi. Selain itu pengendalian intern digunakan untuk 
mengontrol dan mengawasi jalannya organisasi agar meminimkan dan 





terdahulu pada organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo. Obyek 
penelitian ini pada organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Kudus. 
       Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengambil judul : “ PENGARUH 
PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN 
ANGGARAN, BUDAYA ORGANISASI, TRANSPARANSI DAN 
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH 
DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten 
Kudus )“. 
1.2 Ruang Lingkup  
 
       Agar menjadi lebih jelas dan  terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada 
beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami dan untuk menghindari adanya 
salah tafsiran terhadap maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun ruang lingkup 
dalam penelitian ini : 
1. Lokasi penelitian ini di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten 
Kudus  yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. 
2. Responden dalam penelitian ini merupakan Kepala Dinas dan Badan, 
Kepala bagian perencanaan dan Kepala sub bagian keuangan yang 
aktivitasnya melakukan kegiatan pemerintahan. 
3. Fokus penelitian ini untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran, kejelasan sasaran anggaran, budaya organisasi, transparansi dan 
pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi 






1.3 Perumusan Masalah 
 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah? 
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah? 
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah? 
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? 
5. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah? 
1.4 Tujuan Penelitian 
 
      Tujuan dari penelitian pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, budaya organisasi, transparansi dan pengendalian intern 
terhadap kinerja pemerintah daerah adalah :  
1. Untuk menguji adanya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 
kinerja pemerintah daerah. 
2. Untuk menguji adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap 
kinerja pemerintah daerah. 






4. Untuk menguji adanya pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah 
daerah. 
5. Untuk menguji adanya pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja 
pemerintah daerah. 
1.5 Kegunaan Penelitian 
 
Dari hasil penelitianini nantinya diharapkan dapat memberi kegunaan bagi 
berbagai pihak : 
1. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah 
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan 
sumber infomasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintah 
daerah agar optimal dan lebih baik. 
2. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat dan 
masukan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai topik yang 
berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah. 
